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BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 77 TAHUN 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN KONFIRMASI STATUS
WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PELAYANAN PERIZINAN DAN PELAYANAN

PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang a. berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37
Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, jenis-jenis
perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Banyumas sudah tidak sesuai dengan jenis-jenis
pelayanan yang tercantum dalam Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 24 Tahun 2020 tentang Konfirmasi
Status Wajib Pajak Dan Konfirmasi Status Wajib Pajak
Daerah Dalam Pelayanan Perizinan Dan Pelayanan
Publik Tertentu Di Kabupaten Banyumas;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Konfirmasi




Mengingat

Status Wajib Pajak dan Wajib Pajak Daerah Dalam

Pemberian Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Publik

Tertentu di Kabupaten Banyumas

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6409) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
sebagaimané diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573); ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);




10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6618);



11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6628);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang  Penyelenggaraan Perlindungan  dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6634);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam
Pemberian Layanan Publilk Tertentu Di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1
Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tahun
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas

Nomor 21);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM
PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PELAYANAN
PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN BANYUMAS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun

2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Konfirmasi Status Wajib

Pajak Daerah Dalam Pemberian Pelayanan Perizianan dan Pelayanan Publik

Tertentu Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2020 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Jenis layanan publik yang perlu dilakukan konfirmasi status wajib pajak
adalah terdiri dari :

a.
b.

C.

d.

perizinan berusaha berbasis risiko

persyaratan dasar perizinan

perizinan berusaha lainnya non OSS dan/atau perizinan non
berusaha;

pelayanan non perizinan

Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (3) diubah dan ketentuan ayat (2)

dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

1)

(2)
3)

(4)

Pasal 5
Jenis layanan publik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 diatur
dengan Peraturan Bupati terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
dihapus.
Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib
pajak dengan status valid dari KPP Pratama atau badan/dinas yang
mempunyai kewenangan di bidang pendapatan daerah.
Apabila wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak
dengan status tidak valid, maka wajib pajak harus melakukan
konfirmasi ke KPP Pratama atau badan/dinas yang mempunyai

kewenangan di bidang pendapatan daerah.




Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Banyumas.

§

ditetapkan di Purwokerto
tanggal 2 4 NOV 201

1

Na| JABATAN Jiiier

— f

'—"3 Celud -

r —— e |
L2 | Peeinuwe [
H

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

i BERATA DARRA KABUPATEN BARYIRAAZ 727

202/

Ko
CRICTITR S

RS e

by A0 o7




